GAMBARAN UMUM ORGANISASI

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Berdasarkan Perpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri yang diundangkan sejak 14 April 2015. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, dilakukan penataan terhadap struktur unit kerja Eselon II di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yakni, semula Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup I dan Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup II, menjadi Direktorat Produk Hukum Daerah dan Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Kedudukan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang otonomi daerah dan memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini sejalan dengan tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yaitu, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan otonomi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan peran dan kedudukan strategis tersebut, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah selalu dituntut tampil terdepan dalam proses dan dinamika kehidupan politik, pemerintahan dan kemasyarakatan, sehingga seluruh aparatur jajaran Direktorat Jenderal Otonomi Daerah senantiasa proaktif dan responsif serta bertindak tepat dalam menjalankan seluruh tugas dan menyikapi dinamika yang terjadi khususnya selama tahun 2016. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, antara lain: 

1. Perumusan kebijakan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

3. Pelaksanaan fasilitasi sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;

4. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, pembinaan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan fasilitasi sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;

7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang dipimpin Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri dan untuk menjalankan fungsi diatas, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah didukung oleh      6 (enam) unit kerja Eselon II, yaitu: 
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
2. Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
3. Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Direktorat Produk Hukum Daerah; dan 
6. Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah.
Adapun struktur Direktorat Jenderal Otonomi Daerah berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015, sebagaimana pada gambar 1.1. berikut:

Gambar 1.1. 
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
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Rincian nomenklatur sub bagian/seksi pada unit kerja Eselon III di lingkungan    Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, sebagaimana tabel berikut:
Nomeklatur Sub Bagian/Seksi pada 

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
	No.
	Nomenklatur

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1. 
	Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
	Sub Bagian Data, Monitoring dan Evaluasi
	Sub Bagian Sistem, Prosedur dan Kinerja

	2. 
	Sub Bagian Penyusunan Perundang-Undangan
	Sub Bagian Litigasi dan Advokasi
	Sub Bagian dokumentasi dan Informasi

	3. 
	Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran
	Sub Bagian Perbendaharaan
	Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi

	4. 
	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
	Sub Bagian Kepegawaian
	Sub Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara

	5. 
	Seksi Wilayah I/A
	Seksi Wilayah I/B
	_

	6. 
	Seksi Wilayah II/A
	Seksi Wilayah II/B
	_

	7. 
	Seksi Pemerintah Aceh,DKI Jakarta dan DI Yogyakarta
	Seksi Provinsi Papua dan Papua Barat
	_

	8. 
	Seksi Penataan Daerah dan Penyelesaian Permasalahan Daerah
	Seksi Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Perimbangan
	_

	9. 
	Seksi Wilayah I/A
	Seksi Wilayah I/B
	_

	10. 
	Seksi Wilayah II/A
	Seksi Wilayah II/B
	_

	11. 
	Seksi Wilayah III/A
	Seksi Wilayah III/B
	_

	12. 
	Seksi Wilayah IV/A
	Seksi Wilayah IV/B
	_

	13. 
	Seksi Wilayah V/A
	Seksi Wilayah V/B
	_

	14. 
	Seksi Wilayah I/A
	Seksi Wilayah I/B
	_

	15. 
	Seksi Wilayah II/A
	Seksi Wilayah II/B
	_

	16. 
	Seksi Wilayah III/A
	Seksi Wilayah III/B
	_

	17. 
	Seksi Wilayah IV/A
	Seksi Wilayah IV/B
	_

	18. 
	Seksi Wilayah V/A
	Seksi Wilayah V/B
	_

	19. 
	Seksi Wilayah I/A
	Seksi Wilayah I/B
	_

	20. 
	Seksi Wilayah II/A
	Seksi Wilayah II/B
	_

	21. 
	Seksi Wilayah III/A
	Seksi Wilayah III/B
	_

	22. 
	Seksi Wilayah IV/A
	Seksi Wilayah IV/B
	_

	23. 
	Seksi Dukungan Teknis
	Seksi Pengelolaan Dokumentasi
	_

	24. 
	Seksi Wilayah V/A
	Seksi Wilayah V/B
	_

	25. 
	Seksi Wilayah I/A
	Seksi Wilayah I/B
	_

	26. 
	Seksi Wilayah II/A
	Seksi Wilayah II/B
	_

	27. 
	Seksi Wilayah III/A
	Seksi Wilayah III/B
	_

	28. 
	Seksi Wilayah I
	Seksi Wilayah II
	_

	29. 
	Seksi Dukungan Teknis
	Seksi Pengelolaan Dokumentasi
	_

	Selain itu ada 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha yang melekat pada masing-masing  Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.


B. APARATUR SIPIL NEGARA 
 Kelembagaan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah berpedoman pada Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.  Sebagai tindaklanjut, maka pada tahun 2015 dilakukan penataan kelembagaan yang berdampak pada penataan aparatur sipil negara, dan juga penataan pejabat struktural Eselon I, II, III, dan IV maupun jabatan fungsional dilingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang dilaksanakan pada kurun waktu Juli sampai dengan September 2015. Sebagai informasi bahwa pada tanggal                  2 September 2016 telah dilakukan penataan kembali pejabat Eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Ada sejumlah 3 (tiga) orang pejabat yang mutasi dan promosi yakni: Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD  dan Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, sebagai bagian dari pembinaan  dan pengembangan karir aparatur sipil negara dan diharapkan berdampak peningkatan kinerja organisasi.
Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah tahun 2016, berdasarkan data 31 Desember 2016 diperoleh informasi bahwa ada sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) orang aparatur sipil negara  yang tersebar pada masing-masing unit kerja. Kemudian apabila dipilah menurut jenis kelamin diperoleh data pejabat struktural sebanyak 103 (seratus tiga) orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 69 (enam puluh sembilan)  orang dan perempuan sejumlah 34 (tiga puluh empat) orang, dan jabatan fungsional sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan)  orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 98 (sembilan puluh delapan)  orang dan perempuan sejumlah 70 (tujuh puluh)  orang. Selanjutnya, bila dirunut  menurut jenjang pendidikan maka untuk mendukung target kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah didukung latar pendidikan aparatur  sipil negara sebagai berikut:

· Pendidikan S3 = 5 (lima) orang, yang terdiri dari laki-laki = 4 (empat) orang dan perempuan = 1 (satu) orang;
· Pendidikan S2 = 83 (delapan puluh tiga) orang, yang terdiri dari laki-laki = 45 (empat puluh lima) orang dan perempuan = 38 (tiga puluh delapan) orang;

· Pendidikan S1/Diploma IV = 132 (seratus tiga puluh dua) orang, yang terdiri dari laki-laki = 75 (tujuh puluh lima) orang dan perempuan = 57 (lima puluh tujuh) orang;

· Pendidikan D3 = 12 (dua belas) orang, yang terdiri dari laki-laki = 5 (lima) orang dan perempuan = 7 (tujuh) orang;

· Pendidikan SMA/SMP/SD = 38 (tiga puluh delapan) orang, yang terdiri dari laki-laki = 22 (dua puluh dua) orang dan perempuan = 16 (enam belas) orang.
Jumlah aparatur sipil negara berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut:
Gambar 1.2
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Berdasarkan tingkat pendidikan bahwa terdapat sejumlah 132 orang  aparatur sipil negara yang berpendidikan Sarjana/Diploma IV yang tersebar pada setiap unit kerja. Ketersediaan sumber daya manusia (aparatur sipil negara) yang ada di Ditjen Otonomi Daerah dengan latar belakang tingkat pendidikan sarjana sudah memadai. Namun, perlu diperhatikan kesesuaian antara latar belakang pendidikan yang ditempuh dengan tugas dan fungsi sehingga dengan perencanaan dan manajemen sumber daya manusia yang baik diharapkan berkontribusi dalam meningkatkan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban pada masing-masing unit kerja. 
Adapun jumlah aparatur sipil negara berdasarkan jenis kelamin di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menurut data per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:
Gambar 1.3
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan  Jenis Kelamin
Komposisi aparatur sipil negara, berdasarkan jenis kelamin diperoleh data bahwa 166 (seratus enam puluh enam) orang aparatur sipil negara berjenis kelamin laki-laki dan sejumlah 104 (seratus empat) orang  aparatur sipil negara berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan komposisi terlihat sudah ada perimbangan gender antara laki-laki dan perempuan, terutama dengan keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip tetap menjunjung semangat profesionalisme. Diharapkan dengan keterwakilan gender khususnya perempuan maka dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama terkait dengan pengambilan kebijakan, penyusunan regulasi maupun penyelesaian isu terkait perempuan akan lebih responsif.
Sedangkan jika ditinjau dari penyediaan sarana dan prasarana kantor terhadap jumlah aparatur sipil negara khususnya bangunan kantor Ditjen Otonomi Daerah maka sebaiknya seluruh unit kerja ditempatkan pada satu gedung agar memudahkan dan memangkas waktu dalam melaksanakan koordinasi. Selain itu, ketersediaan ruangan untuk konsultasi masih kurang dan fasilitas pendukungnya juga kurang memadai. Hal ini didasarkan pada kuantitas luas tamu yang telah difasilitasi Ditjen Otonomi Daerah tahun 2016 berjumlah 6.034 orang dari 87.063 orang tamu di kantor pusat Kemendagri berdasarkan data dari Unit Layanan Administrasi.
VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS                      DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH 
1. Visi 
Dalam menjalankan posisi strategis Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mempunyai visi “Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Beberapa kata kunci yang terkandung dalam visi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Poros jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong teciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

b. Meningkatkan Pelayanan Publik

Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

c. Menegakkan Demokrasi

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada ditengah masyarakat, para pemangku, kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

d. Menjaga Integrasi Bangsa

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air ditengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
e. Penguatan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mewujudkan peyelenggaraan pemerintahan daerah good government, clean government melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah.
 Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah didukung oleh seluruh sumber daya aparatur sipil negara, anggaran, dan segenap unit kerja yang secara konsisten dan penuh tanggung jawab selalu bersinergi guna mewujudkan visi dimaksud. 
2. Misi 
Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, yaitu:

a. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah pada setiap entitas penyelenggara pemerintahan daerah.

b. Mendorong terwujudnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam penerapan desentralisasi asimetrik dan generik. 

c. Mendorong terwujudnya kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

d. Mewujudkan efektifitas kebijakan dan pembinaan kelembagaan dan kepegawaian pada perangkat daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

e. Meningkatnya kapasitas koordinasi dan pembinaan pemerintahan daerah secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
f. Meningkatkan keselarasan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
Sejalan dengan visi dan misi di atas tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan tata kelola pemerintahan daerah. Untuk itu, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melaksanakan Program Bina Otonomi Daerah, dengan sasaran meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat guna memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Tujuan Strategis
Sejalanan dengan visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:  
T1: Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
T2: Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru;
T3: Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otonomi khusus/keistimewaan daerah.
4. Sasaran Strategis
Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu:

Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (T1), adalah: 

a. Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan daerah pada setiap entitas penyelenggara pemerintahan daerah;

b. Meningkatnya efektifitas kebijakan kelembagaan, pelaksanaan analisis jabatan, tatalaksana dan evaluasi kelembagaan daerah dan pembinaan umum kepegawaian pada perangkat daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
c. Meningkatnya kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah;
d. Meningkatnya kapasitas koordinasi dan pembinaan pemerintahan daerah secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; dan
e. Meningkatnya keselarasan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru” (T2), adalah Meningkatnya kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otonomi khusus/keistimewaan daerah” (T3), adalah Meningkatnya pemahaman penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam penerapan desentralisasi asimetrik dan generik serta tata kelola pemerintahan daerah.
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